PUTUSAN 


5 
Nomor : 4390 K/pdt/19982 


DEMI KEADILAN RERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


MAHKAMAH A GUNG 


memeriksa berkara perdata dalam tingkat kasasi telah 


mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara « 


HI. SA DAH ACHMAD, beralamat di Nasa Pula 


Pd 


SAUNA Kecamatan Perisangan, Kabuvaten 


Aceh Utara, dalam hal Ini diwakili oleh 


Kuasanva - MUHAMMAN HUSIN, S.H, Pengas 


cara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan 


Banda Aceh Medan Seulanggang Teundgoh. 


Sambing Pendadilan Negeri Rireen Aceh 





tanggal S Maret 1996 « 


Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus 


- Pemohon kasasi, dahulu Pembantah/Pem- 


bandina : , 


melawa nm 
JUMALI bin MUHAMMAD, bertempat tinggal 


Ie) 


di. Desa Gelanggang Kulam, Kecamatan 


Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara r 

Desa Pulo Seuna, Kecamatan Peusangan, 
Kabupaten Aceh Utara : | 

P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 
CABANG BIREUEN, beralamat di Jalan 
Medan-Randa Aceh Sp, IV-RBireuen, Kabu- 


paten Aceh Utara - 


A4. PEMERINTAH 


aa 





bahwa kemudian Terbantah 1 mehgadunkan tanah 


tersebut kenada Terbantah Ttr selaku jaminan atas 


fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbantah TTrf 


bahwa secara diam-diam Terbantah TTr juga telah 


menyerahkan harta sengketa tearsebut kepada Terbantah 


IV tanpa sepengetahuan Pembantah t 


2 berada dalam 


Penguasaan Terbantah IV, Kemudian Terbantah IV pada 


tanggal 28 Februari 1996 telah mengeluarkan pengumuman 


lelang lewat surat kabar Serambi Indonesia, maka Pam 


bantah sangat keberatan sehingga diajukan duigatan ini 


ke Pengadilan Nageri Rireuen : 


bahwa oleh karena penyerahan harta Sengketa 


dilakukan dengan cara tidak sah, maka pelelangan umum 


yang akan dijalankan oleh Terbantah V bada tangaal 13 


Maret 1996 adalah Cacat hukum, karenanya harus dibas 


talkan - 


bahwa oleh karena pelelangan umum yang akan 


dijalankan oleh Terbantah Y adalah Cacat hukum, maka 


Pembantah mahon kepada Penaadilan Negeri Rirenuen agar 


berkenan menunda pelelangan tersebut sambil menunggu 


putusan lebih landut 


bahwa oleh karena tindakan bara Terbantah 


jelas-jelas perbuatan yang merugikan Pembantah, maka 


sepatutnyalah Pembantah dinyatakan Pembantah yang 


beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang 


Indang : 


bahwa untuk menjaga agar Pembantah tidak di- 


rugikan secara keris menerus oleh para Terbantah, maka 


sidah seadilnya para Terbantah dihukum Untuk membayar 


Jang 





Nang paksa (dwanasom) kepada Pembantah, Untuk setiap 
hari diperhitungkan sebesar Rb, 10.000,- (sepuluh ribu 


rupiah? bila para Terbantah Jalai melaksanakan isi 


putusan Pengadilan ' 
bahwa aleh Karena gudatan Pembantah didasari 
Fakta-fakta hiuskiim yana benar dan tidak dapat dibantah 


kebenarannya, naka Pembantah mohon kepada Pengadilan 


Nageri Rirenan berkenan kiranya memberikan putusan 


provisionil : 


N 


bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di akas, 


Pembantah mohan Kebada Pengadilan Nageri Rireuen bar- 


kenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut » 


Dalam.Provisionil 


rana Lang 3, Karma 


Mengabulkan tuntutan provisionil dari Pembantah - 


#imeniinda sementara pelelangan umum atas harta ber- 
sama antara Pembantah dengan Terbantah II yang akan 
dijalankan pada tandaal 13 Maret 1996, sambil 


menungg putusan Pengadilan lebih lanjut dalam 


perkara ini : 


T. Menghukum para Terbantah Untuk membayar nang paksa 
(dwangsom) kepada Pembantah Untuk setiap harinya 
sebesar Rp. 10,000, - (sepuluh Aa rupiah) atas 
kelalaian para Terbantah dalam mentaati isi putusan 


Pengadilan dalam perkara Ini - 


Dalam Pokok Perkara » 


Mengabulkan gudatan Pembantah untuk seluruhnya « 


" 


— Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta Yang tersehut 


pada vaint 1 (satu) diatas adalah harta bersama 


Antara Pambantah dengan Terbantah TI 


"4 
” 


" Menyatakan, 


Menghukum/memerintah Terbantah IY dan V untuk 


». Menyatakan, bahwa Pembantah adalah Pembantah yang 


beritikad baik (goed Opposant) - 


Menyatakan sebagai hiskiim, bahwa sita yang telah 


0. Taat 


diletakkan oleh Terbantah TV terhadap harta bersama 


antara Pembantah dengan Terbantah 


tanah tambak yang letaknya di desa Cot Rabo, Keraw 


matan Pesangan, Kabupaten Aceh Utara dengan batas- 


batas - 


Utara berbatas dengan saluran sungai falur) - 
N 


Selatan berbatas dengan tebat Ridwan Toko Mam 


Matang :- 


3 


Barat berbatas dengan saluran singai lalu 


Timur berbatas dengan saluran sungai falur) 


dan pelelangan umum yang akan dijalankan Oleh 


Terbantah Y bada tanggal 13 Maret 1996 adalah tidak 


sah dan batal demi htikum (Nietae van rechtsweaw? 


u 


Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan par 


buatan para Terbantah TT menyerahk 


| 


kepada Terbantah T adalah tidak sah dan 


an harta bersama 


1 $ 
Oa Sa aa AA LAMA MEA MAN NA EA AL KA Mba 
aa 
LL LL AN LAI ENAM AA EN NUN EN NN MN 





perbuatan melawan ht kim yang merugikan pihak Pam- 


bantah - 


Menvatakan sebagai hukum, bahwa Lindakan Terbantah 


TIT menyerahkan harta bersama Pembantah kepada 


Terbantah IY dan Terbantah Tv menyerahkan kepada 


Terbantah V adalah merupakan berbuatan melawan 


hk 


Menghukum para Terbantah T dan IT untuk taat dan 


patuh terhadap isi putusan Pengadilan 5 


Menghukum bara Terbantah-terbantah Untk membayar 


segala biava yang timbul akibat perkara ini - 


Mohon putusan yana seadil-adilnya : 


Menimbana, 


Menimbana, bahwa terhadap bantahan Pembantah 


tersebut, Terbantah TIrr dan IV telah mengajukan 


Eksepsi yana pada pokoknya sebagai berikut « 


Eksepsi Terbantah 117 » 


Sama Paeka 


bahwa Pembantah telah keliru menyatakan Terban- 


tah ITI sebagai pihak Terbantah dalam perkara a duo, 


menginadat sesuai dengan pasal &d UU Na, 49 Pep 9e0, 


dengan tegas menyatakan bahwa saetian piukang Nagara 


yang telah diserahkan pengurlisannya kepada PLUP,N, 


maka tanggung jawab Sepenuhnya berada pada PLU,P,M, 


hal tersebut telah bula diperkuat oleh pikusan Mah- 


kamah Agung RT. NO. L205/ Sipb,K/1971 


Januari 19y3 - 


bahwa sitaan terhadap harta sengketa dilakukan 


#LAps oleh P.U.P.N, berdasarkan ex 
PN PA AN 

(Poo NN 

) (99/Prp41960 pasal 10 ayat S3, Oleh karenanya permohonan 
ad 


HP) 


Undang-Undang No 






- 





rlawanan tersebut tidak dapat diajukan kepada Peang 






ydilan Neaeri . 


“ 


bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 13 Maret 


1996 tersebut adalah untuk menindak lanjuti Rerita 


Acara Penyitaan No, RAP. 517 /WPNOL/KP 0102/1905 ter-— 


tanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Terbanw 


bahwa Surat Keputusan tersebut adalah merubakan 


produk dari Radan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam 


rangka memenuhi tugasnya sebagai Badan Hukum Publik 


dalam rangka perbuatan hukum publikfadministrasi 


hegara ini cas adalah pelelangan dimuka umum yang 


telah terlepas dari perjanjian perdatanya sendiri 5 


bahwa 


LAN MARIA 2 LINA LT Ma INA NN AI MAUT Sa TAAT 8 


Inna In ena MaNaa IN 





..... 


bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1926 tentang 
Peradilan Tata Usaha Nagara, kewenangan untuk mengui 
batal atau tidak Ssahnya suatu keputusan Tata Usaha 
Negara merupakan kompetensi absolut dari Peradilan 


Tata Usaha Negara - 


bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar 
bantahan Pembantah adalah penjaminan tanah SHM No, 1 
seluas 20801 M2 yana dilakukan Oleh Terbantah TT 
hersama-sama dengan Jumali Muhammad, Sakdah, Muhammad 
Abdurrahman, Saudah dan Haji Abdurrahman Puteh 

bahwa obyek sengketa tersebut telah diikat 
dengan Akta Crediet Yerband Na. 3525/PPAT/1986 ter- 
tanggal 22 Nopember 1986 yang dibuat oleh dan dihadas- 
pan Syuib Nursyah, BA. Camat Peusangan, Kabupaten Aceh 
Utara, dan atas Akta Crediet Verband tersebut telah 
NO Keluarkan Sertifikat Crediet Verband No, 1g ter- 
Ckanggal 15 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Kepala 
Jaotor Agraria Aceh Utara, hamun ternyata dalam surat 
bantahan Pembantah, ternyata pihak Sakdah, Mihammad 
Abdurrahman, Sadah serta SyWib Nursyah, Ba. Canat 
Peusangan beserta Kepala Kantor Agraria Aceh Utara 
yang erat relevansinya dalam perkara Aa ano tidak 
diikutsertakan sebagai pihak Terbanbah. maka jelas 


bantahan Pembantah tidak Llengkap/kekurangan pihak - 


” 


bahwa tindakan penyitaan dan pelelangan atas 
objek perkara yang dilakukan oleh Terlawan IY adalah 
tindakan hukum Tata Isaha Negara serta objeknya beruba 


Surat Perintah Penvitaan No, SPP Na. SF #PUPNCAT 01 


1995 tanagal 198 Oktober 1995 dan Surat Perintah - 


Penjualan 





Penjualan Barang Sitaan Na, SPPBS-508#PUPNCAT. 01/1900 


tanggal 24 Januari 1996 adalah obiak Tata Usaha Nas 


gara, Oleh karena itu sangatlah berdasar hukim bagi 
Majelis Hakim untuk menyatakan perlawanan Pelawan 
tidak dapat diterima, karena perlawan aano bukan 
merupakan wewenang dari Peradilan Umum untuk menhgadi - 
linya : 

Menimbang, bahwa terhadap agugatan tersebut 
Pengadilan Negeri Rireuen telah mengambil putusan, 
yaitu putusannya tanggal 12 September 1996 Nomor 


"oi... 


10/Pdt.PIW/1996/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai 


berikut « 


— Menolak eksepsi dari Terlawan/Terbantah KI 


dan IV 


Menolak tuntutan provisi dari Pelawan " 


Dalam Pokok Perkara -» | 


- Menyatakan pembantah adalah Pembantah yang 





tidak benar - 


S Menolak gugatan Pembantah Untuk seluruhnya 


sa Menghukum Pembantah untuk membayar segala 
biaya perkara ini sejumlah Rp, 2093, 090, — 

(dua ratus tiga ribu rupiahis 
Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 
Pelawan/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi Randa Aceh dengan putusannya tanggal 10 Sebvtem- 


ber 1997 Na, 1007Pdt/1997/PT Aceh, yang amarnya bear 


bnyi sebagai berikut « 


So Menerima 


To. Menarima permohonan banding dari Pelawan/ 
Pembanding tersebut - 

si Membatalkan butusan Pengadilan Negeri - 
Bireuan tanggaal 12 September 1996 No. 104 


Pdt /PIWA/1996/PN. Bir, yang dimohon bandina 


tersebut - 


" 


Mengadili Sendiri - 


dan IV - 


Menolak tuntutan provisi dari Pelawan 


Fa 


alam.Pokok Perkara - 


-. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang 
tidak benar - 

“ Menolak augatan Pembantah Untuk seluruhnya 

ki Mendaki Pembantah/Pembanding untuk meam- 
bayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat 


peradilan, yang dalam tingkat banding di- 





tetapkan sebesar Rp, 50.000,-. (lima puluh 

ribu rupiah) - 
Menimbang, bahwa sesudah putisan terakhir ini 
diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 22 
Oktober 1997 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi 
dengan perantaraan kKuasanya khusus, berdasarkan surat 
Kuasa khusus tanaaal 5 Maret 1996 diajukan permohonan 
kasasi pada tanadgal 3 Nopember 1997 sebagaimana ter- 


nyata dari akte permahonan Kasasi No, 27 Pdt KALIO7 


PN.Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 


Ri reuen, 


— 


- 





Fdrsabirt pada pokoknya jalah - 


Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori 
kasasi yang diajukan secara tertulis Yang memuat 
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 1997 : 

bahwa setelah jitu oleh para Termohon kasasi 
Yang pada tanggal 17 Nopember 1997 telah diberi tahukan 
tentang memori kasasi dari Pemohan kasasi diajukan 
jawaban memori kasasi vana diterima di Kepaniteraan 


tua 


Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Nopember 
x 
1997 » 

Menimbana, bahwa permohonan kasasi a Ao 
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada 
bihak lawan dengan saksama diajukan dalam tengdaang 
waktu dan dengan CArA yang ditentukan dalam Undang 
Indang, maka oleh Karena itu Permohonan kasasi 


tersebut formil dapat diterima . 


AN Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang di- 
La 


8 Ukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya 


dag” Lo 


- 


Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah menerapkan 
hukum, karena talah mengambil alih seluruh pertim- 
hangan hukum Pengadilan Negeri Rireuen yang telah 
nyata-nyata keliru dan salah, dimana Majelis Hakim 
Pengadilan Nederi Bireuen tidak Cukup menilai alat- 
alat bukti pihak Pembantah serta keterangan- 
keterangan para saksi Abdurrahman bin Budiman dan 
M. Saleh bin Umar yang keduanya menerangkan bahwa 
objek sengketa banar harta seharkat Pembantah 
dengan Terbantah TJ (suami), sebaliknya Index facti 


Pengadilan Negeri Rireuen telah salah dalam — 


penilaian 


1 


penilaian bukti-bukti serta keterangan-keterangan 

Para saksi dalam hal telah mengkaitkan dengan tidak 

menyebutkan ada tidaknya izin Pembantah : 
2. Rahwa Pengadilan Negeri Bireuen “telah salah dan 
keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keselara- 
San bengginaan Undang-Undang No, 49/Prp/1960 dan 
dengan SK. Menteri Kehakiman R.I. No, 295 / KMK 09 
1993 yang merupakan suatu alternatif yahg dengan 
mudah diterapkan dengan begitu saja telah menyam- 
pingkan Penheraban ketentuan Undang-Undang, saw 
harusnya ketentuan Undang-Undanglah yana wajib 
diterapkan,maka Pengadilan Tinggi Aceh telah khi- 
laf, karena telah begitu saja mengambil alih Ssaliu- 
ruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadi- 
lan Nederi Rireuen yang jelas nyata-nyata telah 
Keliru dalam menarik suatu kesimpulan dari fakta 
yang terungkap dalam persidangan atau menarik 
«|Ppersangkaan dari hal-hal yang tidak diterangkan 
tetas saksi-saksi Pembantah yaitu “tidak ada izin" 


juga dikaitkan dengan kehiduban rumah tangga yang 





harmonis antara Pembantah dengan Terbantah 1G 
Sebenarnya saksi tidak menerangkan demikian, kemu- 
dian menyangka Jadi ada izin padahal yang kesemua- 
nya Itu tidak bernah kerungkap dalam persidangan - 

Menimbang ,bahwa atas keberatan-kebaratan kasasi 


tersebut Mahkamah Agung berbendabat - 


mengenal keberatan-keberatan ad, 1 dan ? : 


Sl aan en mada Ah am mann maa Melanda AAN Kn AE sa ai ant anna San San Ih as IAI .., 
MA NN NA nga MAAN Sea, wan Spa MA SANA MN Aa SAM MAN Kalah maha mn kayu HALL maa MN SA alba wan Sia 


bahwa kKeberatan-keberatan ini bidak dapat di- 


henarkan, sebab Isdex faeti kLidak salah menerapkan 


Pi 


ha kam, 


hilkum, ladi pula mengenai penilaian hasil pembuktian 
Yang bersifat penghardaan Tentang suatu kenyataan, hal 
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan 
pada tingkat kasasi, karena hemeriksaan dalam tingkat 
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan henera- 
pan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, 
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 
diwajibkan oleh peraturan perundangsundangan yang 
mengancam kelalaian Lt dengan batalnya putusan yana 
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang ata 
melampaui batas wewanananya sebagai mana yana dimaksud 
dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1925 y 

Menimbang, bahwa berdasarkan Apa yang diprer- 
timbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata 


bahwa putusan Judex farti dalam perkara ini berten- 


CU Tangan dengan hukum dan/atau Undang-lindang, maka 
$ 6 AI 1 & 


p 


4 0 
£ Sy Nge & 
“. . $' ” 


(ey menonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi 


“ Aa 3 
» Aeomet 


#ersebut harus ditolak - 







- 


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi 
dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pamohon Kasasi 


ci hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 


Memperhatikan pasal-pasal dari LIndana-Undana 

NO, 14 tahun 1970 Io, Undang-Undang No, 35 Tahun 1999, 

Undana-lindang No. 14 tahun Yogs dan Undana-lindana 

serta peraturan lain yana bersangkutan - 
MENGADILI -: 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi 


HJ. SA'DAH ACHMAD tersebut 


Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya 


paorkara 


ur. , 


- 


perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp, 50.009, -— 
(lima puluh ribu rupiah 1 
Demikianlah diputuskan dalam rapat: permusya- 
waratan Mahkamah Aging pada hari Senin, Langgal 25 
September 2000 oleh HM. Syafiuddin Kartasasnita, S.H, 
Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, S.H, dan TI 
Nengah Wedastra, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan dl ucap- 
kan dalam Sidang terbuka untuk Umim pada hari itu juga 
oleh Ketua Sidanga tersebut: dengan dihadiri oleh Iskan- 
dar Kamil, S.H, dan TI Nengah Wedastra, S.H. Hakim- 


Hakim Ahggota ,dan Sirande Palayukan, S.H.Panitera Peng 


aanti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak » 


Dp Hayat, " 


ttd, FP, ttd Ao 


Iskandar Kamil, SH. MH. Syafiuddin Kartasasmita, SH, 


ttd, 2, — 


IL Nengah Wedastra, SH, 


ASASI : Panitera Pengganti - 


APA TI nun. Rp, So, DOG, — ttd £ 
Ll vnura RP, 1. 000,5. Sirande Palayukan, Sk. 


dministrasi kasasi Rp, AS. 900, — 


S0 SAYO MAA Metagan MA Maa Kama Megan . 


Jumlah Rp, 50,000, —- 


“LA Maaanan MaOa ADONAN AAN Sati SeataNg Selatan "ENAM. Mena atMa Nana MANA Mantan MPA kanasa, Tears MAMA Mneaa aa 





PURBA, S.H.) 
NIP. - 040015551.-— 





